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ABSTRAK

Diskresi kepolisian adalah konsep otoritas polisi yang diberikan oleh hukum untuk
melakukan tindakan sesuai dengan pertimbangan hati nurani petugas maupun institusi.
Jenis penggeledahan yaitu penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian dan
penggeledahan badan. Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai crime without
victim, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba masih terus menjadi ancaman serius, hal ini diiakibatkan oleh
terjadinya peningkatan produksi narkoba secara illegal dan pendistribusian yang begitu
cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenal batas antar negara. Rumusan masalah
penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan diskresi penggeledahan
oleh kepolisian unit satnarkoba Polres Kota Payakumbuh? 2) Apakah pertimbangan
dilakukan dikresi kepolisian pada proses penggeledahan tersangka yang dilakukan oleh
satnarkoba Polres Kota Payakumbuh? 3) Apa kendala-kendala dan upaya-upaya
dilakukan dikresi kepolisian pada proses penggeledahan tersangka yang dilakukan oleh
satnarkoba Polres Kota Payakumbuh?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum
empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa pengaturan dan pelaksanaan diskresi kepolisian satnarkoba Polres Kota
Payakumbuh sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian
pertimbangan kepolisian dalam melakukan diskresi yaitu atas dasar kemanusiaan,
dengan pertimbangan jika tetap dilakukan penggeledahan terhadap tersangka, maka
akan berdampak buruk, yang jika dikaitkan dengan teori diskresi kepolisian maka pihak
kepolisian memiliki kewenangan tersebut. Selanjutnya dalam pelaksanaan diskresi
tersebut pihak kepolisian memiliki kendala, namun pihak kepolisian melakukan upaya
untuk mengatasi kendala tersebut.
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ABSTRACT

Police discretion is the concept of police authority granted by law to carry out actions in
accordance with the conscience considerations of officers and institutions. Types of
searches include house searches, clothing searches and body searches. Narcotics crimes
can be formulated as crimes without victims, where the perpetrators also act as victims.
Drug abuse and illicit trafficking continues to be a serious threat, this is caused by an
increase in illegal drug production and distribution which is so fast and widespread that
no longer recognizes borders between countries. The formulation of the research problem
is 1) How is the regulation and implementation of police discretion by the Payakumbuh
City Police narcotics unit? 2) Is consideration taken by police discretion in the process of
searching suspects carried out by the Payakumbuh City Police Narcotics Unit? 3) What
are the obstacles and efforts made by the police in the process of searching suspects
carried out by the Payakumbuh City Police Narcotics Unit? This type of research is
empirical legal research with descriptive research characteristics. Based on this
research, it can be concluded that the regulation and implementation of the police
discretion of the Payakumbuh City Police narcotics unit has followed existing laws and
regulations. Then the police's consideration in exercising discretion is based on
humanity, with the consideration that if the suspect is still searched, it will have fatal
consequences, which if linked to the theory of police discretion means that the police
have this authority. Furthermore, in implementing this discretion, the police have
problems, but the police are making efforts to overcome these obstacles.
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